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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1. Latar Belakang 
 

 Pelayanan publik selalu berkaitan dengan pemenuhan 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas dimana Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik berkewajiban untuk memberikan layanan kepada 

masyarakat atau pemangku kepentingan layanan sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  

 Lebih lanjut Undang-Undang tersebut mengatur bahwa, Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik memiliki peranan penting dalam 

memberikan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh masyarakat 

atau pemangku kepentingan, yang ruang lingkup kegiatan pelayanan 

publik, yakni bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 

 Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima 

dengan memenuhi layanan agar sesuai antara hasil dan harapan serta 

sesuai dengan standar pelayanan telah ditetapkan Keputusan Sekretaris 

Kabinet Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Jabatan 

Fungsional Penerjemah.  

 Namun demikian, dalam proses penyelenggaraan layanan 

tersebut seringkali muncul permasalahan seperti adanya perbedaan antara 

kinerja yang diharapkan dengan praktek sehari-hari, perbedaan antara 

tuntutan kebutuhan masyarakat atau pemangku kepentingan dengan 

kemampuan layanan penyelenggara, dan perbedaan antara ketersediaan 

anggaran dengan kebutuhan riil anggaran untuk operasional kegiatan 

pelayanan. 
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 Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, 

ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang 

dinamis antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat atau pemangku 

kepentingan agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik. 

 Selain itu, pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling 

sederhana untuk melihat sejauh mana capaian kinerja unit layanan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara 

sebagai representasi pelayan publik mempunyai dampak yang luas dalam 

membentuk persepsi tingkat kepuasan dan kepercayaan publik.  

 Apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayanan 

publik dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan prima kepada 

masyarakat atau pemangku kepentingan, maka persepsi tingkat kepuasan 

dan kepercayaan publik akan tinggi. Demikian juga sebaliknya, apabila 

sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayanan publik kurang baik 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pemangku 

kepentingan, maka persepsi tingkat kepuasan dan kepercayaan publik pun 

juga rendah atau kurang.  

 Oleh karena itu, Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan 

sebagai sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat atau pemangku 

kepentingan guna peningkatan kualitas pelayanan publik. FKP juga  

menjadi media evaluasi kinerja aparatur negara sehingga diharapkan akan 

terjadi peningkatan  pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara. Di 

samping itu, penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah 

untuk membangun  partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan 

lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan pelayanan publik. 

Dengan demikian diharapkan dapat mengurai permasalahan yang dihadapi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara pemerintah dan 

masyarakat sekaligus sebagai sarana menyelaraskan kebutuhan 

masyarakat dengan kebijakan pemerintah. 
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1. 2. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet; 

4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional 

Penerjemah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 

Tahun 2016; 

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyyelenggaraan 

Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik; 

6) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022. 

 

1. 3. Tujuan dan Manfaat 

1) Tujuan 

a. Menghimpun aspirasi, harapan, informasi dan masukan sebagai 

bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan dan 

penyempurnaan penerapan kebijakan pembinaan JFP di instansi 

pemerintahan; 

b. Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat atau pemangku kepentingan dapat memenuhi kebutuhan 

sesuai dengan yang diharapkan masyarakat/pemangku kepentingan. 
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2) Manfaat 

Manfaat dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik secara umum adalah 

untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan 

harapan masyarakat atau pemangku kepentingan untuk mitigasi dampak 

kebijakan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan. 

 

1. 4. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup kegiatan Forum Komunikasi Publik adalah dialog, 

diskusi, pertukaran pemikiran secara partisipatif antara penyelenggara 

layanan publik dengan masyarakat atau pemangku kepentingan untuk 

meningkatkan pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah. 

 

1. 5. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 

 Kegiatan Forum Konsultasi Publik telah dilaksanakan oleh Pusat 

Pembinaan Penerjemah selaku unit penyelenggara pelayanan publik 

secara kombinasi (hybrid), yaitu secara daring melalui zoom meeting dan 

format luring pada tanggal 24 Oktober 2022 bertempat di Harris Vertu Hotel, 

Jakarta. 

 Forum Konsultasi Publik tahun 2022 dikemas dengan rangkaian 

kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Karier Jabatan Fungsional 

Penerjemah dengan salah satu temanya “Evaluasi Pelaksanaan Uji 

Kompetensi Jabatan Fungsional Penerjemah”. Hal ini merupakan upaya 

Pusat Pembinaan Penerjemah dalam merespon perkembangan kebijakan 

nasional atau dinamika organisasi. 

 Pihak-pihak yang mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik, 

antara lain: 

1) Pejabat Fungsional Penerjemah; 

2) Perwakilan instansi pengguna Pejabat Fungsional Penerjemah; 

3) Perwakilan organisasi profesi Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia 

(IPPI); 
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4) Pakar atau Akademisi bidang penerjemahan; dan 

5) Pejabat terkait di lingkungan Sekretariat Kabinet. 

 Adapun jadwal acara kegiatan Forum Konsultasi Publik yang 

diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Penerjemah, sebagai berikut: 

Tabel Jadwal Kegiatan FKP 

No. Materi/Susunan 

Kegiatan 

Waktu (WIB) Pelaksana/Narasumber 

1. Registrasi Kegiatan 08.30 – 09.30 
Pelaksana, narasumber 

dan peserta 

2. 

Sambutan dan 

Pembukaan FKP 

sekaligus 

Penandatanganan  

Maklumat Pelayanan 

Pembinaan JFP 

09.30 – 10.00 

Bapak Farid Utomo 

Deputi Bidang 

Administrasi 

3. 

Materi: Tes Sertifikasi 

Nasional Himpunan 

Penerjemah Indonesia 

(TSN HPI) dan Diskusi 

10.00 – 12.00 

Bapak Dr. Sugeng 

Hariyanto, S.Pd., M.Pd, 

Dosen Politeknik Negeri 

Malang yang juga 

merupakan anggota Tim 

KKS HPI 

4. 
Istirahat, sholat, makan 

siang 
12.00 – 13.30  

5. 

Materi: Evaluasi dan 

Penyempurnaan Uji 

Kompetensi JFP dan 

Diskusi 

13.30 – 16.30 

Narasumber panel: 

Ibu Dr. Ida Kusuma 

Dewi, S.S., M.A., Dosen 

Fakultas Ilmu Budaya, 

UNS 

 

Bapak Rasus Budhyono, 

M.Hum., Dosen Fakultas 

Ilmu Budaya, UNPAD 

6. Penutupan 16.30 
Pelaksana, narasumber 

dan peserta 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

 

 

2. 1. Identifikasi Masalah 

 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik menghasilkan 

beberapa identifikasi masalah dalam pelaksanaan layananan pembinaan 

Jabatan Fungsional Penerjemah, khususnya terkait dengan pelaksanaan 

uji kompetensi, sebagai berikut: 

1) Sejauh mana efektivitas uji kompetensi dapat menjamin kualifikasi PFP 

memiliki kompetensi sesuai jabatan yang akan didudukinya?; 

2) Sejauh mana efektivitas metode dan instrumen uji kompetensi? 

 

2. 2. Analisis 

2. 2.1. Efektivitas Pelaksanaan Uji Kompetensi 

  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Penerjemah sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 1 Tahun 2016, mengamanatkan kepada Sekretariat Kabinet 

selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) 

untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi JFP guna penjaminan 

kualitas dan profesionalitas Penerjemah. 

  Kelulusan Uji Kompetensi merupakan salah satu syarat 

kenaikan jabatan bagi Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). 

Prasyarat kelulusan tersebut merupakan upaya untuk menjamin 

bahwa setiap calon pemangku jabatan yang akan menduduki 
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jabatan lebih tinggi telah menguasai kompetensi yang diperlukan 

untuk menduduki jabatan tersebut.  

  Upaya penjaminan mutu PFP juga sejalan dengan 

kebutuhan pemerintah untuk dapat menyajikan hasil terjemahan 

sebagai informasi yang akurat, jelas, dan berterima kepada publik. 

Guna mendukung suksesnya pelaksanaan program-program 

pemerintah, PFP diharapkan memiliki kompetensi penerjemahan 

yang andal untuk turut mendiseminasikan regulasi pemerintah di 

tingkat internasional tentang potensi sumber daya alam, potensi 

perdagangan, investasi, pariwisata, keragaman suku bangsa, 

bahasa, budaya, dan kuliner. Selain itu, PFP juga dapat turut serta 

melestarikan budaya bangsa melalui penerjemahan karya-karya 

sastra daerah. 

  Sehubungan dengan hal tersebut, uji kompetensi menjadi 

instrumen penting untuk mengukur kompetensi PFP sesuai dengan 

jenjang jabatannya. Dengan demikian, PFP yang telah lulus uji 

kompetensi untuk ditugaskan di suatu jenjang jabatan tertentu 

merupakan PFP yang kompeten dan andal sesuai dengan 

kebutuhan kompetensinya. 

 

3. 2.2. Metode dan Instrumen Uji Kompetensi 

  Dalam rangka menjaga kualitas dan meningkatkan 

kompetensi PFP melalui mekanisme uji kompetensi yang 

merupakan salah satu instrumen pengukur kompetensi PFP, 

diperlukan metode dan instrumen pelaksanaan uji kompetensi yang 

terukur, untuk menghasilkan PFP yang kompeten dan andal sesuai 

dengan jenjang jabatannya. Guna mewujudkan kondisi di atas, 

Pusat Pembinaan Penerjemah perlu melakukan evaluasi metode 

dan instrumen uji kompetensi yang telah digunakan selama ini. Hal 

ini sebagai upaya yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan 

Penerjemah  dalam merespon perkembangan kebijakan nasional, 
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dinamika organisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang penerjemahan.  

  Sejauh ini, pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan 

melalui 3 jenis pengujian untuk mengidentifikasi kemampuan 

berpikir dan keahlian berbahasa mulai dari jenjang jabatan yang 

rendah hingga jenjang jabatan yang tinggi. Adapun 3 jenis 

pengujian, yaitu: 

a. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka  

UKBI diikuti oleh seluruh peserta ujian dengan standar kelulusan 

yang memiliki tingkatan berbeda untuk setiap pelaksanaan uji 

kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya. 

b. Uji English Proficiency Test (EPT) 

EPT adalah uji kemahiran berbahasa Inggris yang tingkat 

kesulitannya setara dengan TOEFL. Ujian ini diikuti oleh seluruh 

peserta dengan kriteria standar kelulusan lebih rendah bagi 

peserta berlatar belakang bahasa asing non bahasa Inggris 

dibandingkan dengan peserta berlatar belakang bahasa Inggris.  

c. Uji Kompetensi Penerjemahan Tulis  

Uji Kompetensi Penerjemahan Tulis  dilaksanakan dalam bahasa 

tertentu sesuai dengan penguasaan bahasa peserta ujian.  

  Proses pengujian melibatkan pakar atau praktisi di bidang 

penerjemahan, dengan standar penilaian uji kompetensi yang 

ditetapkan oleh pakar atau praktisi penerjemahan tersebut. 

  Selanjutnya, seiring dengan dinamika perubahan kebijakan 

nasional dan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

penerjemahan, melalui Forum Konsultasi Publik diperoleh 

beberapa poin masukan dari para peserta guna perbaikan dan 

penyempurnaan metode dan instrumen uji kompetensi mendatang, 

sebagai berikut:  

1) Uji Kompetensi yang baik harus memiliki 4 unsur yaitu Validity 

guna mengukur pola yang seharusnya diukur, Reliability atau 
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dapat diandalkan karena konsisten dalam pengukuran 

kemampuan, Objectiveness dengan tidak melibatkan opini 

pribadi dan bias dari penilainya, dan Practicallity atau mudah 

untuk digunakan; 

2) Uji Kompetensi seyogianya dilaksanakan dengan metode yang 

sama minimal dalam 1 tahun pelaksanaan kegiatan; 

3) Uji Kompetensi idealnya dilaksanakan dengan melibatkan para 

penerjemah yang sudah memiliki kompetensi melakukan 

pengujian dan memahami proses bisnis dalam dunia 

penerjemahan. 

  Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis masalah di 

atas, dapat disimpulkan bahwa: 

 

1. Belum terdapat standarisasi uji kompetensi yang efektif 

dijadikan pedoman baku yang meliputi unsur-unsur  

penilaian validity, reliability, objectiveness, dan  

practicality; 

2. Belum optimal dan konsistennya penerapan metode dan 

instrumen uji kompetensi. 

 

2. 3. Rencana Aksi 

 FKP diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang muncul 

dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan JFP melalui analisis 

permasalahan. Selanjutnya dalam forum ini dirumuskan rencana aksi 

sebagaimana dalam tabel berikut: 
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Tabel Rencana Aksi 

Identifikasi Masalah Rencana Aksi Jangka Waktu 

Penyelesaian 

Belum terdapat standarisasi 

uji kompetensi yang efektif 

dijadikan pedoman baku 

yang meliputi unsur-unsur  

penilaian validity, reliability, 

objectiveness, dan  

practicality  

Melakukan pembahasan 

secara mendalam dengan 

para pakar dan/atau praktisi di 

bidang penerjemahan guna 

merumuskan standarisasi, 

metode dan instrumen uji 

kompetensi yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan 

kompetensi JFP 

 

 

 

 

 

Januari s.d. 

Maret 2023 

Belum optimal dan 

konsistennya penerapan 

metode dan instrumen uji 

kompetensi 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

 Forum Konsultasi Publik Pembinaan Jabatan Fungsional 

Penerjemah Tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan 

Penerjemah, telah mengidentifikasi permasalahan layanan pembinaan PFP 

khususnya terkait uji kompetensi, yaitu belum terdapat standarisasi uji 

kompetensi yang efektif dijadikan pedoman baku yang meliputi unsur-unsur  

penilaian validity, reliability, objectiveness, dan  practicality dan belum 

optimal dan konsistennya penerapan metode dan instrumen uji kompetensi. 

 Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas FKP merumuskan 

rencana aksi, yaitu melakukan pembahasan secara mendalam dengan para 

pakar dan/atau praktisi di bidang penerjemahan guna merumuskan 

standarisasi, metode dan instrumen uji kompetensi yang efektif sesuai 

dengan kebutuhan kompetensi JFP. 

 Rencana aksi tersebut sebagai bentuk upaya Pusat Pembinaan 

Penerjemah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan 

pelaksanaan pembinaan JFP, khususnya terkait layanan uji kompetensi 

PFP yang berkualitas. 
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Lampiran II 
Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022 
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Lampiran IV 
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